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2 {GEMAAFIFRN LGA AL

TAHUN 2008 SERIC

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG
PELAYANAN PERIJINAN

DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

WALIKOTA CIREBON,

a. bahwa sejalan dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah berikut perubahan-perubahannya,
urusan Pemerintahan  yang  semula
merupakan urusan Pemerintah di bidang
perindustrian dan perdagangan dengan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004
tentang Rincian Kewenangan yang
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon telah
beralih menjadi urusan otonomi daerah Kota
Cirebon;

b. bahwa urusan otonomi di  bidang
perindustrian dan perdagangan mencakup
salah satunya adalah pengaturan legalitas
perijinan usaha di bidang perindustrian dan
perdagangan vyang perlu diatur dalam
kerangka otonomi daerah dengan Peraturan
Daerah;

Mengingat :

2

1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie Tahun 1934

(Staatsblad 1938 Nomor 86) Undang-Undang
Pembatasan Perusahaan;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan
Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang

Pergudangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2759);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang

Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3214);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987
tentang Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3346);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3473);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995
tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3611);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3836);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957
tentang Penyaluran Perusahaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986
tentang Kewenangan Pengaturan
Pembinaan dan Pengembangan Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3330);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995
tentang Izin Usaha Industri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3590);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997
tentang lIzin Waralaba (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3596);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993
tentang  Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 84);

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4129);

Peraturan Pemerintah Nomor 112
Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar  Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2004
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar
Dagang dan Industri Indonesia;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan
dan Pembinaan Pergudangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda
Pendaftaran Agen atau Distributor Barang
dan / atau Jasa;
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan
Perdagangan Nomor 02/KP/1974 tentang
Penetapan Kembali Biaya Administrasi
Gudang / Ruangan Serta Ketentuan
Pembayaran Bagi Yang Terlambat
Membayar;

Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan
Perdagangan Nomor 107/MPP/Kep.2/1998
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
ljin Usaha Pasar Modern;

Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan
Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/16/2001
tentang Persetujuan Penyelenggaraan
Pameran Dagang, Konvensi dan atau
Seminar Dagang;

Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor
597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman
Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan
dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan;

Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan
Perdagangan Nomor 12 / M-
DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Penerbitan Tanda Daftar Usaha
Waralaba;

35.

36.

37.

38.

39.

Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan
Perdagangan Nomor 302 /
MPP/Kep./10/2001 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Import, Pengedaran dan
Penjualan serta Perijinan Minuman
Beralkohol;

Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan
Perdagangan Nomor 15/ M-DAG / PER / 3/
2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian
Import, Pengedaran dan Penjualan serta
Perijinan Minuman Beralkohol,

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001
tentang ljin  Undang-Undang Gangguan
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001
tentang Retribusi ljin Gangguan (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001
tentang ljin Usaha Kepariwisataan
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001
Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001
tentang ljin Usaha Kepariwisataan
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 3 Seri C);
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40.

41.

42.

43.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002
tentang Perijinan Penyelenggaraan di Bidang
Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 13);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004
tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah
pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor
34);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

Menetapkan :

dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN
PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Kota adalah Kota Cirebon.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
Walikota adalah Walikota Cirebon.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota
dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang
perindustrian dan perdagangan di lingkungan Pemerintah
Kota Cirebon.

Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana,
pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali SKPD dalam
melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam
rangka  pelaksanaan tugas desentralisasi  bidang
perindustrian dan perdagangan.

SKPD Perijinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota
dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi perijinan
bidang perindustrian dan perdagangan.

Kepala SKPD Perijinan adalah pimpinan, perencana,
pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali
SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah
kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi
perijinan bidang perindustrian dan perdagangan.
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